WALI KOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA PADANG
NOMOR @ TAHUN 2021

TENTANG

JATUH TEMPO PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN

Menimbang

Mengingat

DAN PERKOTAAN MASA PAJAK TAHUN 2021
WALI KOTA PADANG,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (3)
Peraturan Wali Kota Padang Nomor 4 Tahun 2013 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan
Perdesaan dan Perkotaan (Berita Daerah Kota Padang Tahun
2013 Nomor 4), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Wali Kota Padang Nomor Tahun 2021 tentang
Perubahan Keempat atas Peraturan Wali Kota Padang Nomor 4
Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak
Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita Daerah
Kota Padang Tahun 2021 Nomor ), perlu menetapkan Keputusan
Wali Kota tentang Jatuh Tempo Pembayaran Pajak Bumi dan
Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Masa Pajak Tahun 2021;

;1. Undang—Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan

Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah
Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 fentang Pajak

Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
o tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor
246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573); :

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang
Cipta Kerja (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 246,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573);

4.  Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang
Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II
Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3164),

“




- Menetapkan :

KESATU

KEDUA

10.

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang
Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
550);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 7 Tahun 2011 tentang
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
(Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2011 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Daerah Kota Padang Nomor 34);
Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang
(Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 87) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3
Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota
Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah
Tahun 2020 Nomor 3);

Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 1 Tahun 2018 tentang
Ketentuan Umum, Tata Cara Pemungutan dan Penagihan
Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2018
Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Padang Nomor
99);

Peraturan Walikota Padang Nomor 4 Tahun 2013 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Bumi dan
Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita Daerah Kota

Padang Tahun 2013 Nomor 4), sebagaimana telah diubah

beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Padang
Nomor Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas
Peraturan Walikota Padang Nomor 4 Tahun 2013 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Bumi dan
Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita Daerah Kota
Padang Tahun 2021 Nomor );

MEMUTUSKAN :

Jatuh Tempo Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan
dan Perkotaan Tahun 2021 pada tanggal 30 September 2021.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal \3 3GT\MZW\ 2021

OTA PADANG,

Tembusan disampaikan kepada : '
1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang.
2. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait dilingkungan Pemerintah Kota Padang.

3. Arsip.
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